PROVINEI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG 0
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \

TAHUN ANGGARAN 2023 O o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA O

BUPATI TULUNGAGUNG, 0 .

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ‘ Paszal 311 ayat (1}
Undang-Undang Nomor 2 ahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah Ngfna telah divbah beberapa
kali terakhir dengan U@L{ndﬂng Komor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan tas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 te erintahan Daerah dan Pasal 104
ayat (1) Per merintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Peng euangan Dacrah, Kepala Daerah wajib
i raturan Daerah tentang Anggaran

an Belanja Daersh Tahun Anggaran 2023
«wan Perwakilan Rakyat Dacrah untuk

kepada
g%teh persefujuan bersama;

. a Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
&d anja Daerah yang digjukan sebagaimana dimaksud
alam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
® Pemerintah Dacrah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam
0 Rebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
v serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yvang telah
digepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD pada tangzal 11 Agustus 2022;

%;Enging&t : 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 19435;

2. Undang MNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Linpkungan Provingl Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namar 90], sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 12, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286|;

4. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharasan Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S5ig
Perencanaan Pembanpunan Nasional [Lembaran
Republik [ndonesia Tabun 2004 Nomor 104, TamPegli
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 44 .

B.

Undang-Undang Nomor 12 Tabun cntang
Pembentukan Peraturan Fn:rs..]ndang—l_lnd@:l.emlmran
MNegara Republik Indonesia Tahun 20 omor 28,
Tembahan Lembaran Negara Rep Alrlonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diub pa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nom ahun 2022 tentang
Perubuhan Kedua Atas Und dang MNomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentu graggran Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Rep ndonesia Tahun 2022 Nomor

143, Tambahan b Negara HRepublik Indonesia
Nomor 6801);

or 23 Tahun 2014 tentang
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia
mor 244, Tambahan Lembaran Negara
esia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
; lerakhir dengan Undang-Undanpg Nomor 9
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
&SE, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
o 5679

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 wentang Hubungan
v Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Q Nomor &737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
% Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 210, Tambahan Lembaran Negama Republik

Indonesia Nomaor 4025}
1%, Pergturen  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Dana

Perimbanpan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4375);
12, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik ([Lembaran  Nogeeg
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor I8, T
Lembaran Negara Republik Indonesia ."-In-murm-x.
sebagaimana telah diubah beberapa kali, Eﬂrar:.n arn
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 @ baran
MNegara Republik Indonesta Tahun 2018 No e hahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomag 6 1;

13, Peraturan  Pemerintah Nomar 71
Standar Akuntansi  Pemerint
Republik Indonesia Tahun 2010
Lembaran Negara Republik In

14, Peraturan Pemerintah N
Pembinaan dan Penga

n. 210 tentang
baran Megera
123, Tambahan
omor 5165);

Tahun 2017 tlentang
velenggaraan Pemenntah

Daerah (Lembaran Neg puhblik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambah aran Negara Republik Indoncsia
Momaor B4 1);

15, Peraturan Pemgri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan da mistrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwaki at Daerah (Lembaran Negara Republik

n 2017 Nomor 106]);
emerintah Nemor 12 Tahun 2019 tenlang

16. Pegatur
@;Wan Keuanpgan Daerah (Lembaran Negara Republik
jalal

esia Tahun 2019 Nomor 42);
aturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar

&Hm—ga Satuan  Regional (Lembaran Negara Republik

v

¢ Indonesia Tahun 2020 Nomor 57

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Invesiasi Pemerintah Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor &2 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuwangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungawaban  Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Momor 1067);

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);
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23.

23,

23

23,

26.

27,

0.

43
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Menctapkan

<

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem  Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 20 Tahun 3019
tentang Klasifileasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembanpanan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolasn Keuangan Daerah
(Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2020

1781):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 T u:& 1
lentang Tata Cara Evaluasi Hancangan Pera
tenlang Anggaran Pendapatan dan B
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pe Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Ranca Pergturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran amen Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Ran raturan RKepala
Daerah  tentang  Penjabar: rubahan  Anpggaran
Pendapatan dan Belanja Da Berita MNegara Rcepublik
Indonesia Tehun 2021 Nom
Peraturan Menteri Dal fri Nomor #4 Tahun 2022
tentang Pedoman PenyWguphn Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah T Anpggaran 2023 [Berita Negara
Republik Indon un 2022 Nomor 972];

Peraturan D bupaten Tulungagung Nomor &6 Tahun
' engelolaan  Keuangan Daerah [Lembaran
cn Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Sen

acrah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun
ritang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI] TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daecrah adalabh Kabupaten Tulungagung.
2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung,
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3. Bupat adalah Bupati Tulungagung.

4. Dewan Perwakilan HRakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, seclanjulnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulungagung,

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung,

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Dacrah yvang diakui sebagai penambah
nilai kekeyaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan,

T. Belanja Daerah adalah semua kewaliban Pemerintah Daerah yang dig
sebagal pengurang nilal kekavaan bersih dalam periode tahun

berkenaan,
8. PFembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yvang perla cl:ﬂ:l wbali
danfatau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pads ,,.Ed-t'aﬂ

berkenasn maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pagal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daeg pembmyaa.n daerah.,
APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.2.755. 26.127 00 {dua triliun

tujubh ratus lima puluh lima miliar empat r. g/ puluh delapan juta tujuh
ratus dua puluh enam rbu seratus du&@I tujuh rupiah) terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah d

sebagai berikeut:

1. Pendapatan Dacrah O Rp. 2.5T0438.726. 127,00
2, Belanja Daerah 0 Rp.  2.735438.726,127,00

ayaan daerah dengan nncian

Defisit Rp.  [1AD.000.000.000,00)
3, Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan N 180.G00.000.000,00
b. Pengeluar 200000, 000.000,00
enMgayaan Netto Rp- 160.000.000.000,00
Sisa Lebih @?351 an Anggaran Rp. 0,00
Tahun Be

Pasal 3

da atan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.575.438.720.127,00 (dua triliun
a ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujub
tus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber
dari:
g, pendapatan asli dacrah; dan
b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1] Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huraf a
direncanakan sebesar Rp.564.447.233.603,00 (Uima ratus enam puluh empat
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(3]

(4]

(3]

(1

(2]

3)
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miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu
enam ratus tiga rupiah), vang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi dasrah;

¢. hasil pengelolaan kekaysan daerah yang dipisahlkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah vang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a direncanakan
sebesar Rp, 120.397.000.000,00 (zeratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan
puluh tujuh juta ruapiahj,

Retribust Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direnc
gebesar Rp. 16.635.204.500,00 (enem belas miliar enam ratus tuga pulu

juta dug ratus empat ribu lima ratus rupiah). .
Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan sebagai Q alksud
pada ayat (1) hurul ¢ direncanakan scbesar Rp.6.414.278. 10§, 0 amn miliar
empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh delgpan seratus tiga
rupiah]. ¢

Lain-lain pendapatan asli dacrah vang sah scbagai
(1) huruf d direncanakan sebesar Ep.421.000.
puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga ghu

Fa&aJSO

aksud dalam Pasal 3 huruf b
524,00 |dua iriliun sepuluh miliar
juta empal retus scmbilan puluh ribu

, yang terdin atas:

aksud pada ayal
0 (empat ratus dua
k).

Pendapatan transfer sebagaim
direncanakan sebesar Rp 2.010Q97Y

sembilan ratus sembilan p
lima ratus dua puluh em
a, Pendapatan transfer tah pusat; dan

b. Pendapatan lransigr an(@dacerah,

Pendapatan transfe intah pusat sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
huraf a direngfn sebesar Rp.1.849.625.369.000,00 (satu triliun delapan
ratus empat b sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus
sembilan ribu rapiah).

Penda u‘.n:-fr:r antar daerah schagaimana dimaksud pada avat (1} huaraf
sebesar Rp.161.366.121,524,00 (seratus enam puluh satu
tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua pulub satu nbu lima
ua puluh empatl rupiah).

Anpgparan Belanja Daesrah Tahun Anpgparan 2023 direncanakan secbesar
Rp.2.735.438.726.127,00 [dua trdliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar empat
ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dus

puluh tajuh rupiah), vang terdiri atas:

a.
b.
.
d,

belanja operas;

belanja madal;

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.,
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Pazal ¥

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul a

14}

[3)

[+

13)

(1)

(3)

(4

direncanakan sebesar Rp.1.973.335.595.585,00 [satu triliun sembilan ratus
mjuh puluh tipa miliar tiga ratus tiga puluh lime juta lima ratus sembilan
puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah} vang terdiri alas.

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

¢. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan soaial,
Belanja pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul & din‘:n-r.m

sebesar Rp.1.262.606.351.764,00 (satu triliun dua ratus ena N dua
miliar cnam ratus cnam juta tiga ratus hma puluh satu nbu tyy At enam
puluh empat rupiahyj. Q

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pa a

direncanakan sebesar REp.598.115.295.321,00 (lima
delapan miliar seratus lima belas juta dua ratus sem

ratus dua puluh satu rupiah).

Helanja hibah schagsimana dimaksud pﬂda@
sehesar Rp 87.091.008.500,00 |delapan 1
satu juta sembilan puluh delapan ribu 1

Belanja bantuan sosial  sebagaim
direncanalkan sebesar Rp.25. 522

1) huruf b
fembilan puluh
luh lima ribu tiga

huruf ¢ direncanakan
h miliar sembilan puluh
& rupiahy).

sud pada avat (1] hurul d
00 (dua puluh lima miliar lima ratus

dua puluh dua uta delapan raguqli tuh ribu rupiahyj.

asal 8
Anggaran 'I::-E:Janja a] agaimana dimaksud dalam Pasal &€ hurufl b
direncanalkan 341 137.451.542,00 (tiga ratus empat puluh satu

ratus rmpat h dua mapiah), vang terdin atas:

- mudal tanah;

ndal peralatan dan mesin;

miliar sf:ramﬁ uh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu lima

elanja modal aset -_emp l.nmnya.

nja modal tanah scbagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.31.790.053.000,00 (tige puluh satu miliar tjuh
ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayal [1}
hural b direncanakan sebesar RBp92.583.460.449,00 [sembilan puluh dua
miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam pualuh ribu empat
ratus empat puluh sembilan rupah).

Belanja modal banpunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ direncanakan scbesar Rp.157,299.278.181.00 (seratus lima pulub
tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh
delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
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(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf d direncanakan sebesar Rp.46,488,764.912,00 (empat puluh enam
miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat

nbu sembilan ratus dua belas rumahl.

(5] Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) hurul ¢
direncanakan sebesar Kp.12,975.895.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus
tujub puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rumah).

Pasal 9 Q
Anggaran belanja tidak terduga sebagsimana dimaksud dalam Pasal 6 I:N t
direnicanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar ; aang

terdiri atas belanja tdak lerduga, 0
FPasal 10

Q .
: Pasal 6 hural d

atusgs miliar sembilan

1] Anggaran belanja transfler scbagaimana dimaksgad
direncanakan sebesar Rp.400.9565.679.000,00
ratus enarm puluh lima juta enam ratus tuj

yang terdin atas:

a, belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan Y
(2] Belanja bagi hasil scbagauns,na ada ayat (1) huruf a direncanakan

sembilan ribu rupiah],

sebesar Rp.12.509.700.000,0 las miliar lima ratus sembilan juta
tujuhb ratus ribu rmapiah).
(3] Belanja bantuan keu agaimana dimaksud pada ayat {1) huarul b

direncanakan  sebe 88.455.976.000,00 (liga ratus delapan puluh
Vﬂ lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluhb

delapan miliar emp

sembilan riK '

e Pasal 11

An biayvaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan schesar
R 1B0.0§0.000,000,00 [seratus enam puluh miliar rupiah), vang terdiri atas:
erimaan pembiayaan; dan

EQ pengeluaran pembiavaan.

Pasal 12

1] Anggaran penerimaan pembiavaan schapaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh
miliar rapiah), vang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
h. pencairan dana cadangan;
e. hasil penjualan kekavaan daerah vang dipisahkan;



d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
penerimaan pembiayaan lainnya scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

i2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayal [1) huruf a direncanakan sebesar Rp, 180,.000.000.000,00

{seratus delapan puluh miliar rupiah)

Pasal 13 Q
{1} Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dals IhFA 1

huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 [dua gulufly thiliar
rupiah), yang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan; O
b. penyertaan modal daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tmpu:@
d. pemberian pinjaman daerah; dan
e, pengeluaran pembiavaan lainnya sesual
perundang-undangan;
[2) Pembentukan dana cadangan Mh&gﬂ]ﬂ'@ ud pada ayat (1) huruf a

[

*
clerian  poeraturan

direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000 a pulubh miliar rupiah),

[1}) Selisih antara anggaran pendapiy aerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya Jdefisit) sebesar (Rp.160.000.000.000 00
{mirus seratus enam pudgh o§LiA3r rupiah).

kan selisih penerimaan pembiayaan terhadap

direncanakan sebesar Hp.160.000.000,000,00

liar rupiah).

pengeluaran  pem
[scratus criam

Paszl 15

*

P akukan pengeluaran vang belum tersedia anggarannya dan/alau
aran melebihi papu yanp ditetapkan dalam peraturan daserah i, yang
jutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah Tahun Anggaran 2023.
Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakokan setelah

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah atau dalam  hal
Femerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, pengeluaran tersebul disampaikan dalam realizasi anggaran,
[3) Keadaan darurat sebagaimana dimekesud pada ayat (1) meliputs:
a, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
pelaksanaan operasi pencanan dan pertelongan; dan fatau
¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

{1) Dﬂlg an darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daergh
AT
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{4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan dacrah dalam rangka pelayvanan dasar masyvarakat vang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,

. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersilat wajib;

c. pengeluaran daerah vang berada diluar kendali pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran dacrah lainnva vang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagl pemerintah daerah dan/atau mnsyara%

Pasal 16 \

®
Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dj dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian rpisahlkan

dar Peraturan Daerah ini terdir dari:

1. Lamgpiran | Ringkasan APBD vang Diklasifikasi
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemiy

2. Lampiran [I Ringkasan APBD yang [
Pemerintahan Daerah dan O

3. Lampiran I Rincian APBDY menu
Organisasi, Program,
Kelompak, Jenis Pen

4, Lampiran IV Rekapitulasi Belgnj
Organisasi,

* Kelompok dan

arl|

] Menurut Urusan

=)
Pemerintahan Daerah,
Bub Kegiatan, Akun,

. Belanja, dan Pembiayaan;

$nurut Urusan Pemerintahan Dacrah,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub

Hegiatan feluaran;
5. Lampiran V Rekapigila elanja  Daerah Untuk Kesclarasan dan
D Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam

npelolaan Keuangan Negara;

B, Lampiran VI itulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
. Lampiran \’I&in onisasi Program pada RPJMD dengan AFPBD,
I

T
8. Lampiragex1ll Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
* dan PPAS dengan APBD;
9. Lanv Sikronisasi Program  Priornitas Nasional dengan  Program
Prioritas Daerah;
) ran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Draftar Piutang Deaerah;
Lampiran XII  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct Tctap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

14, Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak {multi years);

15, Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan;

16, Lampiran XVI  Daftar Pinjaman Daerah;

17, Lampiran XVII Sinkronisasi. Major Project dengan Dukungan Program
Prioritas Daerah
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Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anpgaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagsi landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Fasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9
Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per
Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah upaten

Tulunpapung.

Drs., 5 i =11 V
Pembina Utama cl
MIP. 196401019 198308 1 003

Lembara ‘% ‘fi{abupaten Tulungagung
Tahun prmor 3 Sert A

IRATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 212-5/2022

o



